
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undung Nomor 21< Tahun 1999 tcntang Penycicnggaru Negara 
yang Bcrsih dun lkhas duri Korupsi, Klihisi d~111 Ncpotismc (l.c111h:11w1 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Pcrubahan alas Undang-Undang Nornor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dap Retribusi Dacrah (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tal111n '.WOO Nomor 246, Tumbuhan I .cmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4048); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Tingkat II dalam Wilayuh Dacrah-ducruh 'I'ingkut I Bali. Nusu 
Tenggara Baral dan Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 

Mengingat 

b. bahwa agar penyewaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten 
Jembrana dapat dilaksanakan dcngan efektif dan cftsien dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mcngatur besaran nilai 
sewanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Oaerah Kabupaten 
Jembrana; 

c. hahwa hcrdasurkun pcrtimbangan dimaksud huruf a dun huruf h, pcrlu 
mcnctupkun dcngun Pcnuurau Huputi 1c111.111g Pc11y1:\.\a.111 lh1ra11g Milik 
Oaerah Pernerintah Kabupaten Jembrana selain Tanah dan Bangunan. 

a. bahwa barang milik dacrah Pcmerintah Kabupaten Jcmbrana yang 
tidak dipcrgunakan dapat dirnanfaatkan sccara optimal berupa sewa 
sehingga dapat menambah/rneningkatkan Pendapatan Asli Oaerah ; 

Menimbang 

PENYE\V AAN ATAS U/\ltANt; MIUK UAEHAII PEMEltlNT/\11 KABllPATEN 
JEMBICANA SELAIN TANAII l),\N IUNC;llNAN 

TENT AN<; 

PEltATUltAN UUPATI JEMBUANA 
NOl\10~ 27 /PERL/2008 

BUPATI JEMBRANA 



Pasal I 
Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Jembrana 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana ; 
3. Bupati adalah Bupati Jembrana ; 
4. Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan adalah Barang 

Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan seperti : Pernancar, Menara, 
Barang Elektronik dan Peralatan Penunjang lainnya. 

5. Pcnyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pcmakaian barang 
daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya scwa menyewa 
dengan kctentuan pihak ketiga terscbut harus mernbcrikan imbalan 
berupa uang sewa bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan untuk 
jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. 

PERATURAN BUPATI TRNTANG PENYF:WAAN RARANG 
MILIK OAF:RAH PF-MF.IUNTAH KABlJPATF.N .mMmiANA 
SELAIN T ANAH DAN BANGUNAN. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Dacrah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatcn/Kota (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Ncgara/Daerah (Lernburan Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4609) ; 

8, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140. Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4578)~ 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor I 19. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

6. Undang-Undang Nomor JJ luhuu 2004 tcntang l'crimbunguu 
Keuangan antara Pcmcrintah Pusat dan Pcrncrimuhan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 
Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan lJndang-Undang Nornor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmcrintahnn Dacrah Mcnjudi l Jndang­ 
Undang (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20()5 Nornor 
I 08. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomo] 4548); 

Menetapkan 



Pasal 7 . 

( I) Besamya sewa barang milik daerah selain tanah dan bangunan 

sebagairnana dimaksud <la lam Pasal 4 ayat (I) dicantumkan dalam 

perjanjian/kontrak ditentukan oleh Tim Penilai Aset Daerah setelah 

diadakan survey dan evaluasi lapangan. 

(2) Lamanya kontrak paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang lagi 

dengan memberikan prioritas kepada penyewa scbclumnya dcngan 

mengajukan permohonan kepada Bupati Jembrana. 

(3) Setiap tahun dilakukan evaluasi atas nilai sewa oleh Tirri Penilai Aset 

Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 

Pasal 6 

Sowa dapat dibayar sctiap bulnnan. triwulanan, scmestcran atau lahunan 

yang langsung disetor kc Kas Oaerah sesuai ketcntuan yang berlaku. 

ekonomis barang milik daerah dirnaksud. 
Pasal 5 

Kabupaten Jembrana atau Tim Penilai lndepcnden berdasarkan umur 

setclah memperhitungkan nilai dari nilai barang milik daerah 

penyusutan. 

(2) Penyusutan dihitung oleh Tim penilai Aset Daerah Perncrintah 

(1) Besarnya uang sewa barang milik daerah Pemerintah Kabupaten 
Jembrana selain ranah dan bangunan dihitung scbcsar I /5 (satu per limn ) 

Pasal 4 

Bupati Jcmbrana memberi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jcmbrana selaku pengelola barang milik daerah untuk mengadakan 

perjanjian sewa - menyewa I kontrak ; 

Pasul '.\ 

( 2) Pcnycwaan kcpada masyarakut/pcngguna jasa scbaguimana 

dimaksud pada ayat ( I ) dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Sewa 

- Menyewa I Kontrak. 

jasu; 

( 1 ) Barang Milik Dacrah dapat disewakan kepada masyarakat/pengguna 

Pusal 2 



Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana. 

.. ?asal 10 

Peraturan Bupati ini bcrlaku scjak tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang rnengctahuinya. merncrintahkun pcngunduugan l'cruturan 

Apabila barang milik daerah selain tanah dan bangunan Pcmerintah 

Kabupaten Jembrana digunakan atau dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga 

untuk kepentingan sosial·, keagamaan, pendidikan dan pcnyelenggaraan 

pcmerintahan dacrah lainnya dapat dibcrikan kcringanan dari biaya scwa 

sctelah mendapat persetujuan Bupnti. 

Pasul <> 

(1) Penyewa dilarang mengalihkan Surat Perjanjian/ Kontrak sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) baik scbagian atau seluruhnya kcpada 

pihak lain tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Jembrana. 

(2) Apabila si penyewa melanggar isi perjanjian/kontrak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka perjanjian/kontrak diputus 

secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tanpa ganti rugi. 

Pasal 8 

Apabila dalam tenggang waktu perjanjian/kontrak, barang milik daerah 

selain tanah dan bangunan dimaksud diperlukan oleh Pemerintah 

·. Kabupaten Jembrana maka perjanjian I kontrak dapat dicabut atau diadakan . I 
'peninjauan kembali. ' 

Pasal 7 

- ,. - 


